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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG    

      

 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di bentuk berdasarkan beberapa 

peraturan perundangan sebagai berikut : 

 

1. Undang – Undang Nomor  8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2756); 

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai mana telah di rubah terakhir dengan 

Undang – Undang Nomor. 12 tahun 2008. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2008 No 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor. 4844); 

3. Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor. 03 Tahun 2008 tentang 

Kewenangan Kabupaten Tapin  sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah 

Tahun 2000 Nomor 04); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015; 

6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tapin; 

7. Perda No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Tanggal 03 Oktober 2016 bahwa untuk Urusan Ketenagakerjaan pada 

Tahun Anggaran 2017; 

8. Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan 

Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. 
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2. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016  Tentang 

Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan 

Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan 

Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, maka Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mempunyai tugas dan fungsi memberikan 

pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang ketenagakerjaan 

yang meliputi penempatan, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial 

syarat kerja dan Peraturan Bupati  Tapin  Nomor  03  Tahun  2011  tentang  

Perubahan  atas  Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi  Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas di 

Lingkungan  Pemerintah  Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2018, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Tenaga  Kerja  Kabupaten Tapin adalah : 

 

1. Tugas Pokok : 

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin ialah Melaksanakan 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan dibidang tenaga kerja. 

2. Fungsi 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Mempunyai Fungsi  : 

1. Perumusan Kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, 

pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, 

kelembagaan,syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, 

produktivitas kerja; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, 

pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, 

kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, 

produktivitas kerja; 

3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan 

industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat 

kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja; 

4. Pembinaan, pengawasan pengendalian UPT; 

5. Pengelolaan kesekretariatan; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. 

 

1. Kepala 

Memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk 

pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten Tapin mempunyai 

tugas: 

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja 

sebagai pedoman perencanaan program lima tahunan Dinas Tenaga 

Kerja. 

2. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja sesuai Renstra 

Dinas Tenaga Kerja dan RPJMD,  serta  program kerja tahun lalu 

sebagai pedoman kerja; 

3. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait  untuk 

memadukan program dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja sesuai 

prosedur untuk kelancaran tugas; 

4. Mendistribusikan tugas  kepada bawahan dengan memberikan 

disposisi pada Naskah Dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan 

terbagi habis; 

5. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam menyusun 

program kerja dan rencana kegiatan  sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku untuk  kelancaran pelaksanaan tugas; 

6. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai 

dibandingkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah 

disepakati sebagai bahan pengembangan karier pegawai; 

7. Mengokordinasikan dan mengendalikan perumusan kebijaksanaan 

dan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang 

Ketenagakerjaan sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku 

untuk kelancaran perumusan kebijaksanaan dan penyusunan 

peraturan perundang-undangan Daerah di bidang Tenaga Kerja; 

8. Mengkoodinasikan,merumuskan kebijakan teknis lingkup 

penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, 

jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan,syarat-syarat kerja 

dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja ; 

9. Mengkoodinasikan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup 

penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, 

jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan,syarat-syarat kerja 
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dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja 

10. Mengkoodinasikan dan menyinkronisasikan  

pembinaan,pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan perluasan kerja, 

pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, 

kelembagaan,syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, 

produktivitas kerja 

11. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi Unit 

Pelaksana Teknis Badan sesuai prosedur dan perundangan yang 

berlaku untuk tertib administrasi dan peningkatan kinerja Unit 

Pelaksana Teknis  Balai Latihan Kerja; 

12. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan Dinas sesuai 

prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran dan 

pencapaian sasaran program kesekretariatan Dinas ; 

13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan hasil kerja 

yang dicapai dibandingkan dengan Rencana Program masing-

masing Bidang, untuk mengetahui realisasi program, permasalahan 

dan upaya pemecahanannya; 

14. Membuat Laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai 

sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; 

15. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati Tapin sesuai 

dengan bidang tugas. 

 

2. Sekretariat  

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan 

penyusunanr rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan 

menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon 

III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas Tenaga Kerja . Untuk menjalankan tugas dimaksud, 

Sekretaris mempunyai tugas : 

  1. Merumuskan program kerja Sekretariat berdasarkan rencana 

strategis Badan dan program kerja Sekretariat tahun lalu untuk 

penetapan atasan dan menjadi  bahan penyusunan program kerja 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin; 

2. Merumuskan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja 

Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin bersama dengan 

Unsur-unsur Organisasi Dinas   lainnya sesuai RPJMD untuk 
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penetapan atasan; 

3. Mendistribusikan tugas  kepada bawahan dengan memberikan 

disposisi pada Naskah Dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan 

terbagi habis; 

4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam menyusun 

program dan  rencana kerja  sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku untuk  kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. Menilai kinerja  bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk 

pelaksanaan penilaian kinerja sebagai bahan pengembangan karier 

pegawai; 

6. Mengkoordinasikan Bidang-Bidang dalam penyusunan dan 

pelaksanaan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku 

untuk sinkronisasi serta kelancaran penyusunan program dan 

rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin; 

7. Membina dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

Badan sesuai prosedur yang berlaku untuk tertib administrasi dan 

kelancaran pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan Dinas ;  

8. Membina dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan anggaran 

dan pengelolaan keuangan Dinas sesuai prosedur dan perundangan 

yang berlaku untuk  kelancaran dan tertib administrasi penyusunan 

anggaran, serta kelancaran dan tertib administrtasi pengelolaan 

keuangan Dinas ; 

9. Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan asset Badan 

sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran 

dan tertib administrasi pengelolaan Aset Dinas ; 

10. Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan surat-

menyurat dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai 

prosedur dan perundangan yang berlaku untuk  untuk kelancaran dan 

tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat dan pengelolaan 

administrasi kepegawaian  Dinas ; 

12. Mengoordinasikan, membina dan mengatur pengadaan perlengkapan 

rumah tangga yang menjadi kebutuhan Badan sesuai prosedur dan 

perundangan yang berlaku untuk kelancaran dan tertib administrasi 

pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan 

Dinas ; 
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13. Merumuskan  Standart Operasional Prosedur  ( SOP ) lingkup Badan 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk penetapan 

atasan; 

14. Memantau, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja 

dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

15. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi 

sebagai pertanggungjawaban  tugas,  

Sekretariat terdiri dari : 

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan  

yang mepunyai fungsi melaksanakan penyusunan program, rencana 

kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta 

penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. 

mempunyai tugas : 

 1. Menyiapkan bahan dan merancang formulir penyusunan program 

dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk 

teknis perencanaan untuk kemudahan dan tertib penyusunan 

program dan kegiatan Dins Tenaga Kerja Kab. Tapin; 

 2. Menghimpun usulan program dan kegiatan dari semua unsur 

organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk 

teknis dan prosedur yang berlaku untuk bahan penyusunan 

program dan kegiatan Dins Tenaga Kerja Kab. Tapin 

 3. Menyiapkan Net Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Net 

Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Net Dokumen Kebijakan 

Umum Anggaran / Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(KUA/PPAS), Net Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Net 

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Net Dokumen 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin 

sesuai prosedur yang berlaku untuk penetapan atasan; 

 4. Menyusun telaahan staf mengenai rencana anggaran Dinas 

Tenaga Kerja Kab. Tapin berdasarkan data dan informasi 

perencanaan anggaran dan perundangan yang berlaku untuk 

penetapan atasan; 

 5. Melaksanakan telaah dan analisis dokumen Laporan Pelaksanaan 

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, serta data pendukung 

lainnya dan membandingkannya dengan Dokumen Indikator 
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Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja untuk mengetahui 

realisasi kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Tapin; 

 6. Menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk teknis penyusunan pelaporan 

dan prosedur yang berlaku untuk penetapan atasan; 

 7. Menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPj) Bupati Tapin Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk teknis 

penyusunan pelaporan dan prosedur yang berlaku untuk 

penetapan atasan; 

 8. Menyusun konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) Bupati Tapin Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk 

teknis penyusunan pelaporan dan prosedur yang berlaku untuk 

penetapan atasan; 

 9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan 

informasi sebagai pertanggung jawaban  pelaksanaan tugas ;  

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Memimpin Sub Bagian dalam melaksanakan pengelolaan surat-

menyurat, ekspedisi dan kearsipan,  urusan rumah tangga dan aset, 

hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan 

ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Tenaga Kerja 

sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan untuk 

pencapaian sasaran kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Mempunyai tugas : 

  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai program kerja Sekretariat serta Rencana Kegiatan tahun 

lalu untuk penetapan atasan dan menjadi pedoman kerja; 

 2. Mengadakan kerjasama dengan satuan/unit kerja/instansi terkait 

yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 

ekspedisi dan kearsipan,  urusan rumah tangga dan aset, 

hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan 

ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Tenaga 

Kerja sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan untuk kelancaran 

tugas; 
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 3. Mendistribusikan tugas kepada  bawahan dengan   memberikan 

disposisi pada Naskah Dinas  sesuai bidang tugas agar 

pekerjaan terbagi habis; 

 4. Memberi petunjuk/arahan kepada bawahan agar dalam 

pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan rencana 

kegiatan yang telah ditetapkan; 

 5. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja dan 

juknis penilaian kinerja sebagai bahan pengembangan karier 

pegawai; 

 6. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, 

ekspedisi dan kearsipan,  urusan rumah tangga dan aset, 

hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan 

ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Tenaga 

Kerja sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk 

penetapan atasan; 

 7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi 

Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin sesuai prosedur dan 

perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan 

pengelolaan  surat-surat dan ekspedisi pada Dinas Tenaga 

Kerja Kab. Tapin; 

 8. Menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip sesuai 

prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kemudahan dan 

kelancaran pendokumentasian arsip-arsip dinas Tenaga Kerja 

Kab. Tapin; 

 9. Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja Kab. Tapin sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku untuk tertib ketatalaksanaan di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja Kab. Tapin;  

 10. Melaksanakan kegiatan pembinaan ASN dan pelayanan 

administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja 

Kab. Tapin sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan 

kinerja ASN dan tertib administrtasi kepegawaian di lingkungan 

dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin; 
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 11. Memantau dan mengendalikan pengelolaan administrasi 

perjalanan Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk tertib administrasi perjalanan Dinas  di Lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja Kab. Tapin; 

 12. Melakukan pengadministrasian dan penatausahaan barang 

milik daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk tertib 

administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan 

Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin; 

 13. Melaksanakan Kegiatan pemeliharaan sarana, prasarana dan 

gedung Dinas Tenaga Kerja sesuai prosedur dan rencana 

Kegiatan Sub Bagian untuk optimalisasi fungsi sarana, 

prasarana dan gedung Dinas Tenaga Kerja ; 

 14. Melaksanakan kegiatan pengelolaan ketertiban, keamanan, 

kebersihan dan keindahan Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk 

pelaksanaan untuk terpeliharanya ketertiban, keamanan, 

kebersihan dan keindahan komplek Dinas Tenaga Kerja  ; 

 15. Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja 

pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan,  urusan 

rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan 

keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta 

administrasi kepegawaian berdasarkan petunjuk teknis yang 

berlaku agar diketahui realisasi kegiatan, masalah dan upaya 

pemecahannya, serta menjadi bahan pertimbangan dalam 

penilaian kinerja oleh atasan ; 

 16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas dan tanggung jawab 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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3. Bidang Peningkatan Kualitas  Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan 

mengendalikan pelatihan produktivitas tenaga kerja, penempatan 

tenaga kerja, dan perluasan kerja. Yang membawahi pejabat fungsional 

pengantar kerja, Bidang Peningkatan kualitas penempatan dan 

perluasan kesempatan kerja Mempunyai tugas : 

1. Merumuskan program kerja Bidang Peningkatan Kualitas penempatan 

dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan rencana  strategis Dinas 

dan program kerja tahun lalu untuk penetapan atasan dan menjadi 

bahan dalam penyusunan program kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. 

Tapin; 

2. Mendistribusikan tugas  kepada bawahan dengan memberikan 

disposisi pada Naskah Dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan 

terbagi habis; 

3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam menyusun 

program dan  rencana kerja  sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku untuk  kelancaran pelaksanaan tugas;  

4. Mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang sesuai program dan 

prosedur kerja agar terjalin keterpaduan program  serta kerjasama 

yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bidang; 

5. Menilai kinerja  bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk 

pelaksanaan penilaian kinerja sebagai bahan pengembangan karier 

pegawai; 

6. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Peningkatan Kualitas 

penempatan dan perluasan kesempatan Kabupaten Tapin sesuai 

prosedur yang berlaku untuk penetapan atasan; 

7. Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengawasi pelaksanaan 

program ideologi dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Tapin 

sesuai prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran program 

Bidang; 

8. Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengawasi pelaksanaan 

program ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama di Kabupaten 

Tapin sesuai  prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran 

program Bidang; 
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9. Menetapkan Telaahan Staf mengenai pelaksanaan  Program dan 

Kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas penempatan dan perluasan 

kesempatan sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk 

bahan pertimbangan dan penyusunan kebijakan di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Tapin; 

10. Memantau, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja 

dan rencana kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

11. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi 

sebagai pertanggungjawaban  tugas; 

12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai bidang tugas dan tanggung jawab untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

4. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, 

mengatur dan mengendalikan hubungan industrial dan jaminan sosial 

tenaga kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja. 

Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja terdiri dari pejabat fungsional mediator 

1. Merumuskan program kerja Bidang Hubungan industrial dan jaminan 

sosial tenaga kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja 

berdasarkan rencana  strategis Dinas dan program kerja tahun lalu 

untuk penetapan atasan dan menjadi bahan dalam penyusunan 

program kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin; 

2. Mendistribusikan tugas  kepada bawahan dengan memberikan disposisi 

pada Naskah Dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis; 

3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam menyusun 

program dan  rencana kerja  sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku untuk  kelancaran pelaksanaan tugas;  

4. Mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang sesuai program dan prosedur 

kerja agar terjalin keterpaduan program  serta kerjasama yang baik 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bidang; 

5. Menilai kinerja  bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk 

pelaksanaan penilaian kinerja sebagai bahan pengembangan karier 

pegawai ; 
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6. Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengawasi pelaksanaan 

program ideologi dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Tapin sesuai 

prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang; 

7. Mengkoordinasikan, membina, dan mengatur hubungan industrial dan 

jaminan sosial tenaga kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja di 

Kabupaten Tapin sesuai  prosedur yang berlaku untuk pencapaian 

sasaran program Bidang; 

8. Menetapkan Telaahan Staf mengenai pelaksanaan  Program dan 

Kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan 

kelembagaan dan syarat-syarat kerja sesuai prosedur dan perundangan 

yang berlaku untuk bahan pertimbangan dan penyusunan kebijakan di 

lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin; 

9. Memantau, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan 

rencana kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku untuk efisiensi, 

efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi     

sebagai pertanggungjawaban  tugas; 

11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai bidang tugas dan tanggung jawab untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) BLK Tapin  terdiri  dari  : 

- Kasubag. TU  

- Kelompok Jabatan Fungsional (Instruktur) : 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas sesuai  dengan keahlian dan kebutuhan. 
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3. STRUKTUR ORGANISASI 

 

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas: 

1. Sekretariat; 

2. Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja; 

3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja; 

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK; dan 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

6. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan 

mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, 

dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. 

Sekretariat terdiri atas : 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, 

penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-

menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, 

hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan 

serta administrasi kepegawaian. 

7. Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan 

mengendalikan pelatihan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga 

kerja, dan perluasan kerja. 

Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

terdiri atas : 

a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja bertugas melaksanakan 

dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja; 

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja bertugas melaksanakan dan 

memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penempatan tenaga 

kerja; 
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c. Seksi Perluasan Kerja bertugas melaksanakan dan memberikan 

bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perluasan kerja. 

8. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, 

mengatur dan mengendalikan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga 

kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja. 

 

Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja terdiri atas : 

a. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bertugas 

melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi 

hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; 

b. Seksi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja, bertugas melaksanakan dan 

memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kelembagaan dan 

syarat-syarat kerja. 

 

9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) BLK Tapin   

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) BLK Tapin terdiri  dari  : 

- Kasubbag. TU UPTD BLK Tapin 

- Kelompok Jabatan Fungsional  : 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
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Hj. Rusmaini Indrayani S.Sos 

NIP.19650331 198502 2 001 

KASI PERLUASAN KERJA KEPALA BLK 

Pariyanto, SE 

NIP. 19791223 201001 1 015 

Rahmad Hidayat, S.Sos 

NIP. 19740613 199403 1 003 

KASI PENEMPATAN KERJA KASI PERSELISIHAN 

HUBUNGAN INDUSTRIAL 

DAN JAMSOSTEK 

Ahmad Yazidi, SE 

NIP. 19810903 201001 1 019 

Nordiansyah, S.Hut 

NIP. 19720103 200701 1 033 

KASI PELATIHAN 

&PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 

KASI SYARAT-SYARAT 

KERJA DAN NORMA 

KERJA 

Hj. Supreh Haten, SE.MM 

NIP. 19730128 199303 2 008 

Rahbaini, S.Sos  

NIP. 19650529 199003 1 012 

KABID HI DAN SYARAT-

SYARAT KERJA DAN 

JAMSOSTEK 

KABID PENINGKATAN 

KUALITAS, PENEMPATAN 

DAN PERLUASAN 

KESEMPATAN KERJA 

Mahrita , S.Pd 

NIP. 19820311 2005 2 016 

 

KASUBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

Hj. Susiana Elyati S.Sos. MM 

NIP.19720217 199312 2 001 

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Hj. Fauziah S.Sos, M.AP 

NIP. 19660107 198703 2 008 

KEPALA DINAS 

Henni, SE 

NIP. 19830330 201001 2 013 

           KASUBAG 

PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN 

Gambar 1.1. 

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noorhayani, ST,MM 

NIP.19740110 200604 2 015 
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Tabel  2.1.1 
Rekapitulasi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

4.  SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki 

Dinas Tenaga  Kerja Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga 

belum bisa maksimal dalam Kerja melaksanakan perannya. Berikut merupakan 

rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja untuk menjalankan 

aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan. 

 

a. Sumber Daya Manusia 

Berikut ini merupakan rekapitulasi pegawai yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin beserta jabatannya. 

 

      Jumlah  Pegawai  Negeri Sipil  yang  ada  pada Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin  adalah  18 orang terdiri dari: 

- Pejabat Struktural =   8 orang 

- Staf / Pelaksana  =   4 orang 

- Jabatan Fungsional = 15 orang 

- Jumlah = 27 orang 

 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada Golongan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

No.. Golongan Jumlah Keterangan 

L P 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 

IV/c 
IV/b 
IV/a 
III/d 
III/c 
III/b 
III/a 
II/d 
II/c 
II/b 
II/a 

- 
- 
1 
4 
- 
2 
5 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
- 
- 
- 
- 

 

  12 15  

 



 

18 
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Tabel  2.1.2   
Komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin  

berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022 

Sedangkan Tingkat Pendidikan Formal sebagian besar Sarjana dengan perincian 

sebagai berikut  : 

 

 

 

  

 Berdasarkan gambar komposisi pegawai Dinas Tenaga  Kerja Kabupaten Tapin di 

atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan  strata 2  (S-2)  sebanyak                

4 (empat) orang,  pegawai yang berpendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 18 

(delapan belas) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan SLTA 4 (empat) 

orang.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia 

yang terdapat di  Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. 

Namun  demikian, jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja masih banyak  

kekurangan terutama pada staf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

 

Uraian 

 

Jumlah PNS Menurut Pendidikan Formal 

SD SLTP SLTA D. III D.IV S.I S.2 Jumlah 

L P L P L P L P L P L P L P L P 

1 Pejabat 

Struktural 
- - - - - - - - - - 1 4 0 3 1 7 

2 Staf Pelaksana  - - - - 1 - - 1 - - - 2 - - 1 3 

 

3 

 

Jabatan 

Fungsional 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

2 

 

- 

 

1 

 

10 

 

5 

JUMLAH - - - - 2 2 - 1 - - 10 8 - 4 12 15 

Total  PNS  27                                                 
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5.  GAMBARAN UMUM 

 

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 

kepada masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Penanganan masalah perluasan kesempatan kerja, dengan melakukan 

sosialisasi pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri; 

2. Penanganan masalah penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja, 

melalui kegiatan : 

- Bursa Kerja Online 

- Sosialisasi Tenaga Kerja Siap Pakai 

- Padat Karya Produktif 

- Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia 

3. Penanganan masalah lembaga hubungan industrial, perselisihan dan syarat 

kerja dengan melakukan kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan 

dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; 

4. Penanganan masalah norma kerja, kesejahteraan, pekerja dan purna kerja, 

dengan melakukan kegiatan Peningkatan fungsi kelembagaan 

ketenagakerjaan; 

5. Penanganan masalah kesehatan keselamatan kerja, pengawasan tenaga 

kerja dan Jamsostek, dengan melakukan kegiatan peningkatan pengawasan, 

perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

 

Disamping itu terdapat juga (Balai Latihan Kerja) BLK mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagai tugas teknis dinas, antara lain melaksanakan 

kegiatan  : 

- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja BLK Tapin 

(jurusan menjahit, bordir, sepeda motor, las, elektronik, bangunan); 

- Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja BLK 

Tapin. 
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6. LANDASAN HUKUM 

Landasan Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin disusun berdasarkan : 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-

2017; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tapin; 

13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan 

Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab.Tapin. 

14. Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan 

Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. 
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7. Laporan Hasi Evaluasi Tahun sebelumnya (2021). 

 

No Saran/ Rekomendasi Tindak Lanjut 

1 Memperbaiki Crosscutting dan 

mengkoordinasikan dengan SKPD yang 

terkait. 

Masih dalam proses perbaikan 

2 Pengumpulan data Kinerja dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. 

Pada Dinas Tenaga Kerja 

untuk teknologi informasi 

masih belum di laksanakan 

karena untuk teknologi 

informasi setidaknya 

menggunakan anggaran. 

3 Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 

dalam pemberian Reward dan 

Punishment. 

Pada Dinas Tenaga Kerja 

sudah melaksanakan 

pemberian Reward kepada 

bidang yang nilai pengukuran 

kinerjanya paling tinggi. 

4 Dokumen Laporan Kinerja agar 

menginfokan perbandingan realisasi 

kinerja dengan realisasi kinerja di level 

nasional/ internasional. 

Dokumen Laporan Kinerja 

tahun 2022 diperbaiki dengan 

menambahkan perbandingan 

realisasi kinerja dengan 

realisasi kinerja di level 

nasional. 

5 Informasi dalam laporan kinerja agar 

digunakan dalam penyesuaian 

perencanaan kinerja yang akan dihadapi 

berikutnya. 

 

6 Menigkatkan kualitas evaluasi 

akuntabilitas kinerja internal pada seluruh 

unit, dan dilaksanakan secara berjenjang. 
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8.    Permasalahan dan Isu Strategis yang telah dilakukan dalam Kinerja SKPD. 

 

No. 
Permasalahan 

 
Isu Strategis 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dalam Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Perselisihan 

Hubungan industrial. Perselisihan 

Hubungan Industrial berkisar pada 

perselisihan terkait hak (muncul akibat 

adanya perbedaan pelaksanaan atau 

penafsiran terhadap ketentuan peraturan 

perundangundangan, perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama), perselisihan kepentingan 

(perselisihan yang terjadi karena tidak 

adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pembuatan, atau perubahan syarat-

syarat kerja yang ditetapkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama), 

perselisihan mengenai pemutusan 

hubungan kerja (perselisihan yang timbul 

karena tidak adanya kesesuaian 

pendapat mengenai pengakhiran 

hubungan kerja yang dilakukan oleh 

salah satu pihak) dan perselisihan antar 

serikat pekerja/serikat buruh dalam 

perusahaan (Perselisihan ini merupakan 

perselisihan antara serikat pekerja atau 

buruh yang satu dengan serikat pekerja 

atau buruh lain yang ada dalam satu 

perusahaan, karena tidak adanya 

persesuaian paham mengenai 

keanggotaan, pelaksanaan hak, dan 

kewajiban keserikatpekerjaan). 

 

 

Hal pertama yang perlu 

dilaksanakan adalah perlunya 

dilakukan bimbingan langsung 

kepada perusahaan agar dapat 

membentuk LKS Bipartit yang 

mana saat ini masih minim adanya.  

Dengan adanya bimbingan secara 

langsung diharapkan apabila ada 

kendala ataupun hambatan dalam 

rangka pembentukan LKS Bipartit 

dapat segera dicarikan 

penyelesaian permasalahannya.    

Kemudian hal kedua yang perlu 

dilakukan adalah pembinaan 

berkelanjutan kepada LKS Bipartit 

yang sudah dibentuk di perusahaan 

agar dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan.  LKS Bipartit dapat 

dikatakan berhasil jika dapat 

mewujudkan beberapa hal berikut: 

• Terciptanya kemitraan dan 

komitman bersama dalam 

hubungan industrial yang 

harmonis 

• Terciptanya kesejahteraan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya 

serta kelangsungan usaha bagi 

pengusaha 

• Berkurangnya perselisihan 

hubungan industrial 

• Perusahaaan mendukung 
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 keberadaan dan aktivitas LKS 

Bipartit serta menganggap LKS 

Bipartit bagian dari perusahaan. 

2 Belum banyak Peraturan Perusahaan 
(PP) atau Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) yang dibuat oleh perusahaan 
menengah dan kecil 

Menyusun rencana pembinaan dan 
monitoring keperusahaan 

3 Belum banyak LKS Bipartit yang 

terbentuk di perusahaan besar 

Menyusun rencana sosialisasi 

keperusahaan-perusahaan 

4 Kurangnya Instruktur Menjahit Mengajukan penambahan 

Instruktur Menjahit 

5 Kurangnya sarana dan Prasarana 

Workshop 

Mengajukan proposal pembiayaan 

ke Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  RI  di Jakarta; 

6 Ketertinggalan teknologi dan perangkat 

pelatihan ketrampilan dalam menghadapi 

kemajuan teknologi. 

Memuat Sub Kegiatan baru pada 

Resntra 2024-2026 terkait rekening 

belanja Aplikasi teknologi. 

7 Kegiatan pelatihan belum mendapatkan 

sertifikat kompetensi 

Agar pelaksanaan Uji Kompetensi 

bisa dilaksanakan 

8 Keterlambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan 

Pelaksanaan Kegiatan pada 

Triwulan 1 

9 Kesulitan dalam hal Belanja Pengadaan 

Barang dan Jasa 

 

Mengusulkan SSH SSH ke BKAD 

dengan nilai / harga yang sudah 

sesuai dengan PPn + PPh, dll  

10 Terbatasnya Pelaksanaan Kegiatan 

 

DPA Perubahan yang sudah di 

tetapkan tidak perlu TS Persetujuan 

Pelaksanaan maupun persetujuan 

pembayaran karena memakan 

waktu yang cukup lama 

11 Terlambatnya Penurunan Anggaran 

Daerah ke Dinas 

Terlaksananya Pengesahan SK 

dipercepat sesuai alurnya 

12 Terbatasnya lapangan pekerjaan yang 

tersedia sehingga memaksa dipilihnya 

pekerjaan yang beresiko dengan imbalan 

yang rendah. 

 

Meningkatkan koordinasi dalam 

pengumpulan data dan informasi 

penempatan dan perluasan 

kesempatan kerja (meningkatkan 

pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja sesuai 
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kebutuhan pasar kerja lokal, 

nasional dan internasional); 

13 Terbatasnya  lowongan pekerjaan  

sehingga  proses  Bursa  Kerja  sangat  

terhambat dan terbatasnya skill atau 

jurusan Pendidikan yang dibutuhkan 

perusahaan sehingga tidak dapat 

memenuhi lowongan pekerjaan yang 

dicari. 

Menjaga keseimbangan 

kesempatan kerja/pemenuhan 

tenaga kerja pada lapangan kerja 

yang tersedia antara penduduk 

local dan penduduk pendatang di 

Kabupaten Tapin, dalam jangka 

panjang untuk menghindari 

terjadinya masalah sosial 

kemasyarakatan; 

14 Banyaknya penduduk yang berusia muda 

dan produktif sehingga memerlukan 

pembinaan ke arah kegiatan yang positif. 

Meningkatkan perlindungan dan 

pengembangan lembaga 

ketenagakerjaan (meningkatkan 

perlindungan terhadap tenaga 

kerja); 

 

15 Terlambatnya dalam Pelaksanaan 

Kegiatan 

 

Tersedianya dana daerah untuk 

pelaksanaan kegiatan 

 

16 Penanganan PMI Nonprosedural belum 

optimal  

Penyediaan anggaran biaya tak 

terduga untuk pemulangan PMI 

Nonprosedural 

17 Pencegahan PMI Nonprosedural belum 

optimal  

Penyediaan anggaran biaya 

transportasi dan penambahan biaya 

honorarium Tim Satgas Pencegahan 

PMI Nonprosdural  

18 Jumlah peserta kegiatan penyediaan 

layanan antar kerja masih kurang  

Penyediaan anggaran transportasi 

dan uang saku bagi peserta 

kegiatan penyediaan layanan antar 

kerja  
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9. Sistematika Penyajian 

 

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah dokumen 

yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun 

dan disampaikan secara sistematik dan melembaga, yang mencerminkan 

pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2021. Selanjutnya 

capaian kinerja (performance results) tahun 2021 dibandingkan dengan rencana 

kerja (performance plan) tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Untuk memudahkan pemahaman, maka penyajian 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini akan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utam 

a (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi dan tindak lanjut 

hasil evaluasi tahun sebelumnya. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

 Bab ini akan menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

 A.  Capaian Kinerja Organisasi 

  Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. 

B.   Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

Bab IV Penutup 

 Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran : 

1) Perjanjian Kinerja 

2) LRA (Realisasi keuangan) dan lain-lain yang dianggap perlu 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 ini, 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah.   

 

1.  PERENCANAAN STRATEGIS 

 Perencanaan pembangunan pada organisasi sektor publik bermula dari 

disusunnya rencana strategis (RENSTRA) pada masing-masing organisasi sektor 

publik. RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin merupakan dokumen 

perencanaan strategis organisasi yang mengambarkan visi, misi, tujuan dan 

sasaran organisasi, serta cara pencapaiannya dalam bentuk kebijakan dan 

program. Rincian lebih lanjut dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut 

 

2. Visi dan Misi 

 Visi merupakan gambaran, kondisi atau kinerja yang diinginkan atau dicapai 

dalam kurun waktu tertentu, dapat pula menjadi inspirasi dan motivasi bagi 

Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat untuk bergerak bersama 

menuju kondisi masa depan yang diinginkan secara lebih nyata dan rasional, 

dengan bertumpu pada kemandirian dan otonomi daerah. 

Dalam rangka menata dan mengembangkan perekonomian yang merupakan 

bagian integral pembangunan Kabupaten Tapin, maka Visi Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut  : 

 

“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI 

MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA” 

Makna visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di atas yaitu: 

“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI 

MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA “ 

 

adalah melalui Pembinaan, Pelatihan serta Keterampilan yang kami berikan 

secara efektif dan efisien diharapkan dapat menciptakan Tenaga Kerja yang 

terampil dan handal  serta siap pakai  dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja  

diperusahaan  atau  dapat  berusaha  mandiri  ditengah masyarakat 
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     Misi adalah peran yang harus diemban atau dijalankan oleh Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Tapin, sekaligus menjadi acuan pokok bagi kerangka dan pola 

pengembangan kegiatan serta menjadi tuntunan operasional tentang berbagai hal 

yang ingin dilaksanakan. 

Rumusan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut: 

Misi ke –1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ketenagakerjaan. 

Misi ke –2  : Menciptakan Tenaga Kerja yang Profesional dalam 

   memasuki Pasar Kerja. 

Misi ke –3  : Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial dan 

   Ketenagakerjaan. 

 

3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang diharapkan dapat dicapai oleh 

Dinas Tenaga Kerja yang adalah sebagai berikut : 

 

 



 

28 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

No. 
Tujuan 

 
Sasaran Strategi  Arah Kebijakan 

 
1. 
 

 
Meningkatkan kesempatan 
kerja 
 

 
Persentae Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) (%) 

 

 

Menjaga keseimbangan kesempatan 

kerja/pemenuhan tenaga kerja pada 

lapangan kerja yang tersedia antara 

penduduk local dan penduduk 

pendatang di Kabupaten Tapin, dalam 

jangka panjang untuk menghindari 

terjadinya masalah sosial 

kemasyarakatan; 

 

Meningkatkan koordinasi dalam 

pengumpulan data dan informasi 

penempatan dan perluasan 

kesempatan kerja (meningkatkan 

pemerataan kesempatan kerja 

dan penyediaan tenaga kerja 

sesuai kebutuhan pasar kerja 

lokal, nasional dan internasional); 

Mengadakan kerjasama dengan 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang 

ada; 

Menjaga keseimbangan 

kesempatan kerja/pemenuhan 

tenaga kerja pada lapangan kerja 

yang tersedia antara penduduk 

local dan penduduk pendatang di 

Kabupaten Tapin, dalam jangka 

panjang untuk menghindari 

terjadinya masalah sosial 

kemasyarakatan; 
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2. 

 

Meningkatnya Kualitas 

Angkatan Kerja Terlatih 

 

 

Persentase Angkatan Kerja 

terlatih yang lulus uji 

kompetensi (%) 

 

Formasi Instruktur sesuai dengan 

pengajuan 

 

Mengajukan penambahan Instruktur 

Menjahit 

Pengajuan sarana dan prasarana belum 

terlaksana 

Mengajukan proposal pembiayaan 

ke Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  RI  di Jakarta; 

Anggaran untuk Uji Kompetensi tidak 

mencukupi 

Agar pelaksanaan Uji Kompetensi 

bisa dilaksanakan 

   Meningkatkan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja BLK Tapin (meningkatkan 

ketrampilan tenaga kerja serta 

meningkatkan profesionalisme dan 

produktivitas tenaga kerja); 

Meningkatkan perlindungan dan 

pengembangan lembaga 

ketenagakerjaan (meningkatkan 

perlindungan terhadap tenaga 

kerja); 

 

3. 

 

Meningkatnya Kualitas 

Hubungan Industril 

Ketenagakerjaan 

 

 

Persentase perselisihan 

kasus yang diselesaikan 

 

 

Perlu adanya terbangun komunikasi 

yang baik antara pengusaha dan 

pekerja, setiap kebijakan yang diambil 

dalam suatu perusahaan haruslah 

merupakan sebuah keputusan yang 

berasal dari hasil komunikasi antara 

pengusaha dan pekerja.  Artinya jangan 

 

Hal pertama yang perlu 

dilaksanakan adalah perlunya 

dilakukan bimbingan langsung 

kepada perusahaan agar dapat 

membentuk LKS Bipartit yang mana 

saat ini masih minim adanya.  

Dengan adanya bimbingan secara 
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sebuah kebijakan merupakan keputusan 

salah satu pihak saja/perusahaan.  

Komunikasi yang mana kedua belah 

pihak lebih mengedepankan 

kepentingan bersama ketimbang 

pihaknya sendiri.   Sebagai wadah untuk 

komunikasi antara pengusaha dan 

pekerja, maka perlu dalam sebuah 

perusahaan itu dibentuk Lembaga 

Kerjasama (LKS) Bipartit sebagai forum 

komunikasi dan konsultasi mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hubungan industrial di satu perusahaan 

yang anggotanya terdiri dari pengusaha 

dan serikat pekerja atau unsur pekerja. 

langsung diharapkan apabila ada 

kendala ataupun hambatan dalam 

rangka pembentukan LKS Bipartit 

dapat segera dicarikan 

penyelesaian permasalahannya.    

Kemudian hal kedua yang perlu 

dilakukan adalah pembinaan 

berkelanjutan kepada LKS Bipartit 

yang sudah dibentuk di perusahaan 

agar dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan.  LKS Bipartit dapat 

dikatakan berhasil jika dapat 

mewujudkan beberapa hal berikut: 

• Terciptanya kemitraan dan 

komitman bersama dalam 

hubungan industrial yang 

harmonis 

• Terciptanya kesejahteraan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya 

serta kelangsungan usaha bagi 
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pengusaha 

• Berkurangnya perselisihan 

hubungan industrial 

Perusahaaan mendukung 

keberadaan dan aktivitas LKS 

Bipartit serta menganggap LKS 

Bipartit bagian dari perusahaan 

 

4. 

 

Meningkatnya penerapan tata 

kerja kelola yang layak, yaitu :     

1. Peraturan Perusahaan (PP) / 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) 3. Struktur Skala 

Upah 4. Lembaga Kerjasama 

Bipartit (LKS). 

 

 

persentase perusahaan yang 

menerapkan tata kerja kelola 

yang layak (%) 

 

 

Pembinaan dan monitoring 

keperusahaan-perusahaan 

 

Menyusun rencana pembinaan dan 

monitoring keperusahaan 

 

Soisalisasi Perundangan 

Ketenagakerjaan tentang tata cara 

penyusunan LKS Bipartit 

 

Menyusun rencana sosialisasi 

keperusahaan-perusahaan 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Penjelasan (Makna Indikator, Alasan 

Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan 
Indikator) 

Target (%) 

 
1 

 
Meningkatnya kesempatan kerja Persentae Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) (%) 
jumlah penduduk Angkatan Kerja x 100% 
jumlah penduduk usia kerja 

70 

 
2 

 
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja 
Terlatih 

Persentase Angkatan Kerja terlatih 
yang lulus uji kompetensi (%) 

jumlah angkatan kerja  terlatih yang                          
lulus uji kompetensi x 100%                                      
jumlah angkatan kerja terlatih  

75 

 
3 

 
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industril 
Ketenagakerjaan 

Persentase perselisihan kasus yang 
diselesaikan (tempo 7 hari) 

Jumlah kasus yang                                                    
diselesaikan (tempo 7 hari) x 100%  Jumlah 
Kasus 

70 

 
4 

 
Meningkatnya penereapan tata kerja kelola 
yang layak, yaitu :     
1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) 2. Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala 
Upah 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS). 

 
persentase perusahaan yang 
menerapkan tata kerja kelola yang 
layak (%) 

 
Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja 
kelola yang layak x 100%                               
jumlah perusahaan 

 
70 
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4. PERJANJIAN KINERJA 

 

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan 

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menyusun Perjanjian Kinerja setelah 

menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022. 

Dan ditandatangani oleh Bupati Tapin dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Tapin. 

 

Formulir Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir 

yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target 

kinerja dan anggaran yang bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan 

pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai 

keberhasilan organisasi dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dan Pejabat 

Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tahun 2022. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dibuat 

sesuai ketentuan yang tekandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya 

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

LKJIP 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana 

yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang 

digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang 

diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal 

ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran 

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. 

.Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis 

penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang 

diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. 

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, 

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi                    

4 (empat) kategori sebagai berikut : 

 

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 

 

No Rentang Capaian Katagori Capaian 

1. Lebih dari  100 % Baik Sekali (BS) 

2. Lebih dari 75 % s.d 100 % Baik (B) 

3. 55 % s.d 75 % Cukup Baik (CB) 

4. Kurang dari 55 % Kurang Baik (KB) 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

Capaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator 

Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Renstra 

tahun 2018 – 2023 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021. 

Secara garis besar penetapan kinerja sasaran/utama tahun 2021 meliputi 4 sasaran 

strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 

indikator sasaran yang tersaji sebagaimana pada tabel di bawah ini : 

 

 

RUMUS CAPAIAN  KINERJA      =      Realisasi x 100% 

                                                 Target  
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1.  Pengukuran Capaian Kinerja Utama Kepala SKPD  

 

Target, realisasi, dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut : 

 

Tabel .1. 

Capaian Kinerja Tahun 2022 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Persentase 

Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (6) (7) (8) 

 
1. Meningkatnya 

Kesempatan Kerja 
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) 

70 70,28 100,4 

 
2. Meningkatnya Kualitas 

Angkatan Kerja 
Persentase Angkatan 
Kerja yang Berkualitas 

75 52,40 69,87 

 
 

3. 

Meningkatnya kualitas 
hubungan industrial dan 
ketenagakerjaan  

 
Persentase Perselisihan 
kasus yang diselesaikan 
(tempo 7 hari)  

70 80 114 

 
4. 

 
Meningkatnya 
penereapan tata kerja 
kelola yang layak, yaitu :     
1. Peraturan 
Perusahaan (PP) / 
Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) 2. 
Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (Jamsostek) 3. 
Struktur Skala Upah 4. 
Lembaga Kerjasama 
Bipartit (LKS). 
 

 
 
 
 
 
persentase perusahaan 
yang menerapkan tata 
kerja kelola yang layak 
(%) 
 

70 84,2 120 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 secara umum target 

kinerja dari 4 indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.  

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenga Kerja Kabupaten Tapin dilakukan 

dengan membandingkan antara target IKU dengan realisasinya, sehingga diperoleh 

besaran persentase capaian kinerja oleh Dinas Tenag Kerja Kabupaten Tapin, 

berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama 

adalah ->100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian    “Baik”. 
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1 
Sasaran : 

Meningkatnya kesempatan kerja 

 

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kesempatan Kerja diukur melalui 

Indikator kinerja berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perhitungan 

Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah Penduduk yang bekerja di bagi jumlah 

penduduk usia kerja dikali 100%. 

Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 103.316 orang 

sedangkan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 146.994 orang, sehingga tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah 70,28 % seperti pada tabel berikut : 

 

Tabel 1.1 

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan kesempatan kerja 

Indikator Kinerja Formulasi Realisasi Perhitungan 

 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

(TPAK) 

Jumlah Penduduk yang bekerjaTahun 2022Jumlah Penduduk usia kerjaTahun 2022   x 100% 

 103.316146.994   x 100%=  70,28% 

 

Sumber data : BPS Kabupaten Tapin 
 

  
 Tabel 1.2 

Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan kesempatan kerja 
 

Indikator Kinerja Target 2022 Realisasi 2022 Capaian (%) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) 
70% 70,28 100,4% 

 
 

Tabel 1.3 
Perbandingan dengan Capaian Tahun 2020 – 2021 

 

Indikator Kinerja 
Capaian 

2021 (%) 

Capaian 2022 

(%) 
Ket. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) 
70,31 70,28 Turun 0,3 % 
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2 
Sasaran : 
 
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih 

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas angkatan kerja diukur 

dalam 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja Sasaran strategis 

Angkatan Kerja Terlatih yang lulus uji kompentensi pada Tahun 2022 Perhitungan 

Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah Angkatan kerja terlatih yang lulus 

kompetensi dibagi Jumlah Angkatan Kerja Terlatih dikali 100%. 

 

Pada tahun 2022 Jumlah Angkatan kerja terlatih yang lulus uji kompetensi 

sebanyak 109 Orang sedangkan jumlah Angkatan kerja terlatih seebanyak 208 

Orang, sehingga Persentase Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih 

adalah 52,40 % seperti pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Formulasi Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis  

Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih 

 
 

Indikator Kinerja Formulasi Realisasi Perhitungan 

 
Persentase Angkatan 
Kerja terlatih yang 
lulus uji kompetensi 
 

Jumlah tenaga kerja yang terlatihyang lulus kompetensi Tahun 2022𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2022   x 100% 

 109208   x 100% 

 = 52,40% 
 

Sumber data : UPTD  BLK TAPIN 
 

Tabel 1.2 
Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih 

 

Indikator Kinerja 
Target 

2022 

Realisasi 

2022 

Capaian 

(%) 

Persentase Angkatan Kerja terlatih yang 

lulus uji kompetensi 
75 52,40 69,86 

 
Tabel 1.3 

Perbandingan dengan Capaian Tahun 2020 – 2021 
 

Indikator Kinerja 
Capaian 

2020 (%) 

Capaian 

2021 (%) 
Ket. 

Persentase Angkatan Kerja terlatih yang 

lulus uji kompetensi 
77,2 69,86  Naik 7,14 
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3 
Sasaran : 

Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan 

 

 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan 

Ketenagakerjaan diukur dalam 1 indikator kinerja sasaran , Sasaran strategis 

Meningkatnya kualitas hubungan industrial pada Tahun 2022 dicapai melalui 

pelaksanaan Program Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.  

Pada tahun 2022 Jumlah Perselisihan kasus yang diselesaikan ada 5 kasus 

sedangkan jumlah kasus yang diselesaikan ada 4 kasus dan 1 kasus diteruskan ke 

provinsi, sehingga Persentase Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial 

Ketenagakerjaan sebesar 80% seperti pada tabel berikut : 

 
Tabel 3.1 

Pencapaian Sasaran Strategis 
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan 

 

Indikator Kinerja Formulasi Realisasi Perhitungan 

 
Persentase 

Perselisihn kasus 

yang diselesaikan 

(tempo 7 hari) 

Jumlah Kasus yang diselesaikan𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠   x 100% 

 45   x 100% = 80% 

 

Sumber Data : Bidang Hubungan Industrial  
 

Tabel 3.2 
Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas  

Hubungan Industrial Ketenagakerjaan 
 

Indikator Kinerja Target 2022 Realisasi 2022 
Capaian 

(%) 

Persentase Perselisihn kasus yang 

diselesaikan (tempo 7 hari) 
70% 80 % 114 % 

 
Tabel 3.3 

Perbandingan dengan Capaian Tahun 2021 – 2022 
 

Indikator Kinerja 
Capaian 

2021 (%) 

Capaian 2022 

(%) 
Ket. 

Persentase Perselisihn kasus yang 

diselesaikan (tempo 7 hari) 
142 % 114 % Turun 28 % 
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4 
Sasaran : 

Meningkatnya Penerapan Tata Kerja Kelola Yang Layak 

 

 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penerapan tata kerja kelola yang 

layak, diukur dalam 1 indikator kinerja sasaran ,dicapai melalui pelaksanaan Program 

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk 

Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. 

Pada tahun 2022 Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kerja Kelola yang 

layak sebanyak 96 Perusahaan sedangkan Jumlah Perusahaan sebanyak 114 

Perusahaan, sehingga Persentase Meningkatnya Penerapan Tata Kerja Kelola Yang                   

Layak adalah 84,2 % seperti pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 
Pencapaian Sasaran Strategis 

Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan 
 

No Indikator Kinerja Sasaran Target 
Realisasi 

Tahun 
2022 

Capaian 
Kinera (%) 

1. 

 
Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kelola kerja yang 
layak. 
 

70% 84,2% 120 % 

 
Tabel 3.2 

Formulasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja 
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun 

 

Indikator Kinerja Formulasi Realisasi Perhitungan 

 
Persentase 
Perusahaan yang 
menerapkan tata 
kelola kerja yang 
layak. 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑡𝑎 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘Jumlah Perusahaan x 100% 

96114   x 100%= 84,2 % 

Sumber data : Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat kerja dan Jamsostek 
Perhitungan berdasarkan Permendagri NOMOR : 86 TAHUN 2017 
 

 
Tabel 3.3 

Perbandingan dengan Capaian Tahun 2021 – 2022 
 

Indikator Kinerja 
Capaian 
2021 (%) 

Capaian 2022 
(%) 

Ket. 

Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kelola kerja yang 
layak. 

120 % 114 % Turun 6 % 
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2. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target 

Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis 

Organisasi 

 

   Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan 

kebijakan (policy planning), dalam konteks ini tujuan dan sasaran merupakan 

dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diharapkan akan 

diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. 

 

 Sebagai “dampak” tujuan dan sasaran, memberi petunjuk tentang hasil 

pembangunan daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian outcome, 

sebagai sesuatu yang menggambarkan kondisi apa yang ingin diubah dari 

serangkaian ikhtiar (program) pembangunan yang dijalankan. Dalam konteks ini, 

tujuan dan sasaran menjelaskan apa yang ingin diubah dari kondisi masa kini yang 

kurang ideal sebagaimana tercermin dari isu-isu dan masalah-masalah 

pembangunan yang dihadapi. 

 

  Pada Tabel 3.1 akan dapat dilihat realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD 

pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagai ukuran 

keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten 

Tapin periode tahun 2018-2023 : 
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Tabel 2.3.1 

Realisasi Capaian Renstra Tahun 2018 – 2023 

No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke - Capaian Pada Tahun ke - 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Persentase Pencari Kerja yang terserap di 
dunia kerja 

 
40 % 

 
0  

 
0  

 
0 

 
0 

 
22,11% 

 
0  

 
0  

 
0 

 
0 

 
55,27% 

 
0  

 
0  

 
0 

 
0 

2 Tingkat Partisipasi Aangkatan Kerja 
(TPAK) 

 
0% 

 
70 % 

 
70 % 

 
70% 

 
70% 

 
0% 

 
70,05% 

 
70,17% 

 
70,31% 

 
70,28% 

 
0 

 
100% 

 
100,24% 

 
100,44% 

 
100,04% 

3 Persentase Angkatan Kerja yang 
Berkualitas 
 

 
 

0 

 
 

75% 

 
 

75% 

 
 

75% 

 
 

75% 

 
 

0 % 

 
 

44,99% 

 
 

60,46% 

 
 

57,9% 

 
 

52,40% 

 
 

0 

 
 

59,99% 

 
 

80,61% 

 
 

77,2% 

 
 

69,86% 

4 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja 
Pertahun 

 
0 

 
0 

 
0  

 
0  

 
0 

 
64,5% 

 
66,12% 

 
0  

 
0  

 
0 

 
64,5% 

 
66,12% 

 
0  

 
0  

 
0 

5 Persentase Penyelesaian Angka 
Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

50% 

 
 

70% 

 
 

70% 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

33,33% 

 
 

100%  

 
 

80%  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

66,66% 

 
 

142%  

 
 

114%  

6 Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kerja Kelola yang lalyak 
 

 
 

0  

 
 

0  

 
 

0 

 
 

70% 

 
 

70% 

 
 

0  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

93,63% 

 
 

84,2% 

 
 

0  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

133% 

 
 

120% 
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Tabel 2.3.2 

Realisasi dan Pendanaan dari Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin  

Tahun 2018-2022 

 

 
NO 

Indikator 
Kinerja 

Anggaran Realisasi Persentase(%) 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

 
Belanja 
pegawai 

    
2.279.457.531 

 
    2.036.620.685 

 
    2.447.271.766 

 
 2.621.842.556 

 
 3.192.108.915 

 
   1.894.996.451 

 
    1.798.937.642 

 
    2.171.955.552 

 
    2.615.940.552 

    
 3.112.025.358 

 

 
83,13 

 
88,33 

 
88,75 

 
99,77 

 
97,62 

2 

 
Belanja 
barang dan 
jasa 

 
    

733.202.187 

 
 

    631.317.500 

 
 

  1.396.595.175 

 
 

    241.519.300 

 
    

4.113.912.640 

 
 

    691.471.032 

 
 

    607.031.555 

 
 

 1.312.436.071 

 
 

     2.109.118.216 

 
    

3.850.301.658 
 

94,31 

 
 

90,19 

 
 

93,97 

 
 

94,09 

 
 

93,59 

3 

 
Belanja  
modal 

   
    59.000.000 

 
11.000.000 

 
 468.500.000 

   
    287.239.000 

    
    378.977.450 

    
    59.000.000 1 10.200.000   467.252.000 

      
     284.352.100 

    
   342.533.900 100 92,73 99,73 98,99 90,38 

 

Sumber data: Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018-2022 
 

 Dari Tabel realisasi Keuangan diatas dari tahun 2018-2022 dapat dilihat secara umum bahwa realisasi Keuangan pada capaian kinerja 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin telah tercapai dengan baik antara penganggaran dan kinerja sehingga diperoleh besaran presentasi diatas 

90%. Dan dari anggaran yang tersedia dengan capaian kinerja telah berjalan seimbang dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.                                                          

  



 

58 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

3. Analisis Benchmark terhadap IKU daerah lainnya 

 

Tabel 3.1 

Formulasi Realisasi Capaian dari Indikator Menurunnya Pengangguran 

 

Indikator Formulasi Realisasi Perhitungan 

 
Menurunnya 
Pengangguran 

Jumlah Pengangguran terbukaTahun 2022Jumlah angkatan kerjaTahun 2022   x 100% 

 4.289103.316   x 100% =   4,15% 
 

 

Tabel 3.2 

Hasil Pengukuran dan Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD 

pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 

Sasaran Indikator Sasaran Target 2022 
Realisasi 

2022 
Capaian 

2022 

 

Menurunnya 

Pengangguran 

 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

3,60% 4,15 % 84,72 % 

 

Tabel 3.3 

Perbandingan dengan Realisasi Capaian Indikator Sasaran RPJMD 

Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021 – 2022 

Indikator Sasaran 
Realisasi 

2021 
Capaian 

2021 
Realisasi 

2022 
Capaian 

2022 

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,96% 62,22% 4,15% 84,72% 

Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 

 

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dikatakan bahwa persentase 

menurunnya pengangguran yang ada di Kabupaten Tapin tahun 2022 bertambah. 

Dengan kata lain persentase jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Tapin pada 

tahun 2021 sebesar 4,96%  di bandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,15%, maka 

persentase tingkat pengangguran terbuka berkurang sebesar 22,5 % yang artinya 

semakin menurun realisasinya maka semakin baik karena semakin banyak jumlah 

pengangguran yang berkurang.   

Rumus Persentase Pencapaian yang bermakna negatif : 

 

       Persentase Pencapaian =  Target (Realisasi – Target) x 100% 

                                                                   Target 
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Menurunnya tingkat pengangguran terbuka didukung oleh banyaknya paket 

pelatihan yang diusulkan kecamatan di kegiatan musrenbang, sehingga banyak para 

pencari kerja yang dapat dilatih dan dapat berwirausaha sendiri, selain itu juga dengan 

adanya pokok pikiran dewan dalam mengusulkan kegiatan tenaga kerja yang 

diberdayakan sehingga banyak kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan dan 

pemberdayaan budi daya ayam petelor dan pedaging sehingga pengangguran di 

kabupaten tapin berkurang. 

 

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Tapin, 

Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2022. 

 

 

 

 

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Indikator Ketenagakerjaan 

dari skala nasional, provinsi dan kabupaten, pada kabupaten Tapin Pencapaian Tingkat 

Pengangguran Terbuka Tahun 2022 lebih rendah dari provinsi dan skala nasional, 

dengan kata lain semakin rendah Tingkat Pengangguran Terbuka maka semakin baik 

pencapaianya.  
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Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin
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4.   Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan 

pencapaian pernyataan Kinerja (IKU) dan Realisasi Anggaran Tahun 2022. 

 

No. Program / Kegiatan Output Kegiatan Target Realisasi 
Persentase 

Pencapaian 

1. Program Hubungan 
Industrial  

 

   

 Pencegahan 
Perselisihan 
Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan 
Penutupan 
Perusahaan di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 
diberi Sosialisasi 
Perselisihan 
Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan 
Penutupan 
Perusahaan 

650 Orang 562 Orang  86% 

 Penyelesaian 
Perselisihan 
Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan 
Penutupan 
Perusahaan di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
Penyelesaian 
Perselisihan 
Hubungan Industrial  10 Kasus  5 Kasus  50% 

 Pengesahan 
Peraturan 
Perusahaan bagi 
Perusahaan  

Jumah Dokumen 
yang divalidasi  50 

Dokumen  
31 Dokumen  62% 

 

Penyelenggaraan 
Pendataan dan 
Informasi Sarana 
Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja serta 
Pengupahan 

Jumlah Pertemuan 
Rapat 
Ketenagakerjaan 
(Dewan 
Pengupahan) 

3 Kali 
Pertemuan  

3 Kali 
Pertemuan 

100% 

Jumlah PTT Honorer 
di Kabupaten Tapin 
yang Iuran JKK 
(Jaminan Kecelakaan 
Kerja) dan JKM 
(Jaminan Kematian 

20.184 
Orang 

18.702 
Orang  

92% 

2. Program Pelatihan 
dan Produktivitas 
Tenaga Kerja  

 

   

 Pelaksanaan 
Pelatihan  
Berdasarkan Unit 
Kompetensi  

Jumlah Tenaga Kerja 
yang Mendapat 
Pelatihan Berbasis 
Kompetensi dan 
Pelatihan 
Pemagangan Dalam 
Negeri 

96 Orang  96 Orang 100% 
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 Pembinaan Lembaga 
Pelatihan Kerja 
Swasta 

Jumlah Lembaga 
Pelatihan Kerja 
Swasta yang Dibina  

12 
Lembaga  

12 Lembaga  100% 

3. Program Penempatan 
Tenaga Kerja 

 

   

 Penyuluhan dan 
Bimbingan Jabatan 
bagi Pencari Kerja  

Jumlah Orang yang 
Mendapat 
Penyuluhan dan 
Bimbingan Jabatan 
bagi Pencari Kerja  

50 Orang  50 Orang  100% 

 Penyediaan Sumber 
Daya Pelayanan Antar 
Kerja  

Jumlah Tersedianya 
Sumber Daya 
Pelayanan Antar 
Kerja 

30 Orang  30 Orang  100% 

 Pelayanan dan 
Penyediaan Informasi 
Pasar Kerja Online  

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Informasi Pasar Kerja 
Online 

1300 
Orang 

1456 Orang  112% 

 Peningkatan 
Perlindungan dan 
Kompetensi Calon 
Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) 
Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 

Jumlah Orang yang 
Mendapat Kompetesi 
Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) 45 Orang 45 Orang  100% 

 Penyediaan Layanan 
Terpadu pada Calon 
Pekerja Migran 
Indonesia  

Jumlah Pekerja 
Migran yang 
Mendapatkan 
Layanan Terpadu 

30 Orang   30 Orang  100% 

 Perluasan 
Kesempatan Kerja  

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Layanan Pelatihan 

10 Orang   12 Orang 120% 
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5.  Realisasi Anggaran 

Adapun tabel dibawah ini menggambarkan anggaran dan realisasi belanja 

langsung tahun 2022 per program dan kegiatan beserta persentase capaian dan 

sisa anggaran. Berikut tabel tersebut : 

 

Tabel 5.1 

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 

Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Perubahan APBD 2022 

 

 
URAIAN 

 
ANGGARAN REALISASI % 

SISA 
ANGGARAN 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
 

4.812.312.965,00 4.645.600.650,00 96,54% 166.712.315,00 

Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
 

18.590.500,00 18.567.900,00 99,88% 22.600,00 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja 
SKPD  

18.590.500,00 18.567.900,00 99,88% 22.600,00 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah   

3.188.018.915,00 3.155.011.658,00 97,71% 73.007.275,00 

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun  

3.184.968.915,00 
3.050.000,00 

3.112.025.358,00 
2.986.300,00 

97,71% 
97,91% 

72.943.557,00 
63.700,00 

Administrasi Umum Perangkat Daerah   968.344.550,00 918.186.554,00 94,82% 50.157.996,00 

- Penyediaan dan Perlengkapan Kantor  
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
- Penyediaan Bahan Cetakan dan 

Penggandaan 
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD  

204.399.550,00 
 

136.758.000,00 
13.700.000,00 

 
613.487.000,00 

177.571.300,00  
 

126.860.600,00 
13.695.000,00 

 
600.059.654,00 

86,87%  
 

92,76% 
99,96% 

 
97,81% 

26.828.250,00 
 

9.897.400,00 
5.000,00 

 
13.427.346,00 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah   

227.051.600,00 204.369.400,00 90,01% 22.682.200,00  

- Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya  

227.051.600,00 204.369.400,00 90,01% 22.682.200,00  

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah   

111.267.400,00 106.833.456,00  96,02% 4.433.944,00  

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor  

68.667.400,00 
 

42.600.000,00 

64.233.456,00 
 

42.600.000,00 

93,54% 
 

100% 

4.433.944,00  
 

0,00 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah  

299.040.000,00 282.631.682,00 94,51% 16.408.318,00  

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan  

62.520.000,00 
 
 
 

56.477.249,00 
 
 
 

90,33% 
 
 
 

6.042.751,00 
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- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya  

13.500.000,00  
 

223.020.000,00 

5.605.000,00  
 

220.549.433,00 

41,52% 
 

98,89% 

7.895.000,00  
 

2.470.567,00 

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
  

264.914.100,00 243.723.950,00 92,00% 21.190.150,00  

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan 
Unit Kompetensi 
  

252.842.600,00 232.508.950,00 91,96% 20.333.650,00 

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi  

252.842.600,00 232.508.950,00 91,96% 20.333.650,00 

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta   

12.071.500,00 11.215.000,00 92,90% 856.500,00  

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta  

12.071.500,00 11.215.000,00 92,90% 856.500,00 

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 
KERJA  

2.221.757.900,00 2.055.195.336,00 92,50% 166.562.564,00  

Pelayanan Antarkerja di Daerah 
Kabupaten/Kota  

1.732.096.200,00 1.606.604.136,00 92,75% 125.492.064,00  

- Penyediaan Sumber Daya Pelayanan 
Ant 

- ar Kerja 
- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 

bagi Pencari Kerja 
- Perluasan Kesempatan Kerja  

9.942.200,00 
 

18.182.000,00 
 

1.703.972.000,00 

6.550.000,00 
 

18.162.000,00 
 

1.581.892.136,00 

65,88% 
 

99,89% 
 

92,84% 

3.392.200,00  
 

20.000,00 
 

122.079.864,00 

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja   98.930.900,00 88.825.000,00 89,78% 10.105.900,00  

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi 
Pasar Kerja Online 

98.930.900,00 88.825.000,00 89,78% 10.105.900,00  

Perlindungan PMI (Pra dan Purna 
Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  

390.730.800,00 359.766.200,00 92,08% 30.964.600,00  

- Peningkatan Perlindungan dan 
Kompetensi Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 

- Penyediaan Layanan Terpadu pada 
Calon Pekerja Migran 

365.281.000,00 
 
 
 

25.449.800,00 
 
 

349.072.400,00 
 
 
 

10.693.800,00 
 

 

95,56% 
 
 
 

42,02% 

16.208.600,00 
 
 
 

14.756.000,00 
 

 

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  
 

386.014.040,00 364.420.980,00 94% 21.593.060,00 

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan 
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 
untuk Perusahaan yang hanya 
Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

229.891.940,00 225.166.480,00 97,94% 4.725.460,00 

- Pengesahan Peraturan Perusahaan 
bagi Perusahaan 

- Penyelenggaraan Pendataan dan 
Informasi Sarana Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta 
Pengupahan 

5.400.000,00 
 

224.491.940,00 

2.957.700,00 
 

222.208.780,00 
 

54,77% 
 

98,98% 

2.442.300,00 
 

2.283.160,00 

Pencegahan dan Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial, 

907.544.700,00 139.254.500 89% 16.867.600 
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Mogok Kerja dan Penutupan 
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota  
 

- Pencegahan Perselisihan Hubungan 
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 
Perusahaan yang 
Berakibat/Berdampak pada 
Kepentingan di 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 
Perusahaan yang 
Berakibat/Berdampak pada 
Kepentingan di 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

83.491.400,00 
 
 
 
 
 

72.630.700,00 
 
 

70.464.700,00 
 
 
 
 
 

68.789.800,00 

84,40% 
 
 
 
 
 

94,71% 

13.026.700,00 
 
 
 
 
 

3.840.900,00 

JUMLAH  
7.684.999.005,00 7.308.940.916,00 95,11% 376.058.089,00 

 

 

 Efisiensi anggaran menunjukan bagaimana sasaran dan indikator yang telah 

dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. 

Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran 

tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah 

sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya 

akan semakin tinggi. 

Dalam rangka efisiensi baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya 

lainnya memang diperlukan terutama dalam hal pengganggaran atau alokasi anggaran 

tepat sasaran serta penyerapan anggarannya dapat sesuai dengan target yang 

diharapkannya. Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisienasi 

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerja. Banyak sasaran yang berhasil 

dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran yang 

telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan 

prinsip pengelolaan anggaran dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, 

pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan. 

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia 

dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator 

kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi 

manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber 

daya. Analisis efesiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber 

daya manusia.  
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 Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan 

sumber daya keuangan pada tahun 2022 dapat dilihat dari table berikut : 

 

Tabel 5.2. 

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Persentas

e Capaian 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (8) 

 
1. Meningkatnya Kesempatan 

Kerja 
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) 

70 70,31 100,44 96,30 

 
2. Meningkatnya Kualitas 

Angkatan Kerja 
Persentase Angkatan 
Kerja yang Berkualitas 

75 57,9 77,2 98,34 

 
 

3. 
Meningkatnya kualitas 
hubungan industrial dan 
ketenagakerjaan  

 
Persentase 
Perselisihan kasus 
yang diselesaikan 
(tempo 7 hari)  

70 100 142 92,67 

 
4. 

 
Meningkatnya penerapan tata 
kerja kelola yang layak, yaitu :       
1. Peraturan Perusahaan (PP) / 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(Jamsostek) 3. Struktur Skala 
Upah 4. Lembaga Kerjasama 
Bipartit (LKS). 
 

 
 
persentase 
perusahaan yang 
menerapkan tata kerja 
kelola yang layak (%) 
 

70 68,18 97 52 

 

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung 

capaian Iindikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5.3 

Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2022 

 

No. Sasaran Indikator 

Kinerja 

Anggaran Realisasi Capaian 

(%) 

 
1. 

Meningkatnya 

Kesempatan Kerja 

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan 

Kerja (TPAK) 

 

2.221.757.900,- 

 

2.055.195.336,- 
92,50 

 
2. Meningkatnya 

Kualitas Angkatan 

Kerja 

Persentase 

Angkatan 

Kerja yang 

Berkualitas 

 

 

264.914.100,- 

 

 

243.723.950,- 

 

92,00 

 
 

3. 
Meningkatnya 

kualitas hubungan 

industrial dan 

ketenagakerjaan  

 
Persentase 

Perselisihan 

kasus yang 

diselesaikan 

(tempo 7 hari)  

 

 

156.122.100,- 

 

 

139.254.500,- 
92,67 

 
4. 

 
Meningkatnya 
penereapan tata 
kerja kelola yang 
layak, yaitu :                  
1. Peraturan 
Perusahaan (PP) / 
Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) 2. 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 
(Jamsostek) 3. 
Struktur Skala Upah 
4. Lembaga 
Kerjasama Bipartit 
(LKS). 
 

 
 
persentase 
perusahaan 
yang 
menerapkan 
tata kerja 
kelola yang 
layak (%) 
 

 

 

 

 

 

229.891.940,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

225.166.480,- 
97,94 

Jumlah 1.120.255.400,- 1.076.944.210,- 96,13 
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DOKUMENTASI PENGHARGAAN PADA 

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN  

TAHUN 2022 

 

PENGHARGAAN HASAN WIRAJUDA DARI MENTERI LUAR NEGERI 

PELINDUNGAN WNI AWARD 2022 DI JAKARTA  
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PENGHARGAAN DARI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAERAH 

(RTKD 2022-2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGHARGAAN SINOVIK 
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PENGHARGAAN DARI DINAS TENAGA KERJA  KABUPATEN TAPIN 

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SINOPIK) 
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PENGHARGAAN DARI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  

PROVINSI KALIIMANTAN SELATAN TENTANG PENGANUGERAHAN LEMBAGA 

KERJA SAMA (LKS) BIPARTIT AWARDS TAHUN 2022 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN 

 

 

 KEGIATAN SOSIALISASI PELUANG KERJA PMI KE LUAR NEGERI 

NARASUMBER KETUA BP2MI PUSAT 
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Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengupahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Rapat Dewan Pengupahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan 

 Kepada Pekerja Bukan Penerima Upah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Sosialisasi Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit 
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Kegiatan Pemanfaatan Layanan Laboratorium Kesehatan dan  

Keselamatan Kerja (LK3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pelatihan dan Hibah Ayam Petelur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pelatihan dan Hibah Ayam Pedaging 
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Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Menuju Akreditasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Rapat Satuan Tugas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

 Non Prosedural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pelatihan Kecantikan Bagi Ibu-ibu Kader Desa Ketapang 
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Kegiatan SSW (Spesial Skill Worker) ke Jepang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Sosialisasi PMI ke Hongkong, Taiwan & Singapura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pelatihan Menjahit 
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Kegiatan Pelatihan Kecantikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN PELATIHAN BARBERSHOP 
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KEGIATAN PELATIHAN AYAM PETELUR  

(DANA TAMBAHAN INFLASI) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten 

Tapin Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (Good Governance). Laporan ini disajikan setelah 

mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten Tapin Tahun 2021. 

Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja 

yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam 

peningkatan kinerja organisasi.                                                                   

 Pada tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten Tapin menetapkan 1 

(satu) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sesuai dengan 

Dokumen Perubahan IKU Rencana Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian 

Kinerja Dinas Tenaga Kerja  Tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah 

memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. 

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan 

realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga 

dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis 

organisasi. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan 

indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut: 

 

 Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum 

Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik 

atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara 

membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir 

Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interprestasi atas 

pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran 

ordinal sebagai berikut: 

 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 

2 

3 

4 

Lebih dari 100 %  

Lebih dari 75% s.d 100%  

Lebih dari 55% s.d 75%  

Kurang dari 55 %  

Baik Sekali (BS) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang (K) 
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 Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1.  Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% dengan kategori 

(Baik Sekali) sebanyak 3 IKU 

2.  Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja lebih dari 55% - 75% 

dengan kategori (Cukup) sebanyak 1 IKU. 

3.  Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin adalah sebesar 101 % dengan kategori Baik Sekali 

 

 Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 

beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi 

sesuai dengan harapan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin akanterus 

mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi 

bersama masyarakat dan semua pihak.  

 Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin kepada pihak-

pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian 

dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 
 

 

1.  SK Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1.   SK Tim SAKIP OPD 

2.   Laporan Hasil Evaluasi LHE  

3.   Monev Rencana Aksi 

4.   Monev Indikator Kinerja Individu (IKI) Jenjang Staf 
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RENCANA AKSI SKPD DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 

No 
Sasaran 
Trategis 

Indikator 
IKU 

Target 
Tahunan 

IKU 
Program Kegiatan Indikator Kegiatan 

Target 
Output 

Tahunan 
Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
Anggaran 

Penanggung 
Jawab 

  

TW.I TW.II TW.III TW.IV   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

1 
Meningkatnya 
Kesempatan 

Kerja 

Tingkat 
Partisipasi 
Angkatan 

Kerja 
(TPAK) 

70% 
Program 

Penempatan 
Tenaga Kerja 

Peyediaan sumber 
daya pelayanan 

antar kerja 

Jumlah tersedianya sumber 
daya pelayanan antar kerja  

30 Orang  -  30 Orang  -  -  9.942.200 

Bidang 
Peningkatan 

Kualitas, 
Penempatan 

dan Perluasan 
Kesempatan 

Kerja 

  

Penyuluhan dan 
bimbingan jabatan 
bagi pencari kerja 

Jumlah orang yang diberikan 
penyuluhan dan bimbingan 
jabatan bagi pencari kerja 

50 Orang - 50 Orang  -   -  18.182.000 

  

Perluasan 
Kesempatan Kerja  

Jumlah orang yang 
mendapatkan layanan 

pelatihan  
10 Orang   -  10 Orang  -   -  1.703.972.000 

  

Pelayanan dan 
penyediaan informasi 

pasar kerja online 

Jumlah pencari kerja yang 
mendapatkan kartu AK1 

1300 
Orang  

325 Orang 
325 

Orang 
325 Orang 325 Orang 98.930.900 

  

Peningkatan 
perlindungan dan 
kompetensi calon 

pekerja migran 
indonesia 

(CPMI)/Pekerja 
migran indonesia 

(PMI) 

Jumlah orang yang 
mendapatkan kompetensi 

Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI)/ Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) 

45 Orang   -   -  45 Orang  -  365.281.000 

  

Penyediaan layanan 
terpadu pada calon 

pekerja migran 

Jumlah Pekerja Migran yang 
Mendapatkan Layanan 

Terpadu  
30 Orang  -  30 Orang  -   -  25.449.800 
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Pembindaan 
Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta 

Jumlah Lembaga Pelatihan 
Kerja Swasta yang Dibina  

(Lembaga)  

12 
Lembaga  

 -   -  
12 

Lembaga 
12 

Lembaga  
12.071.500 

  

2 

Meningkatnya 
Kualitas 

Angkatan Kerja 
Terlatih  

Persentase 
Angkatan 

Kerja 
Terlatih 

yang 
Berkualitas 

75% 

Program 
Pelatihan 
Kerja dan 

Produktivitas 
Tenaga Kerja  

Proses Pelaksanaan 
Pendidikan dan 

Pelatihan 
Keterampilan Bagi 

Pencari Kerja 
Berdasarkan Klaster 

Kompetensi  

Jumlah tenaga kerja yang 
mendapat pelatihan berbasis 

kompetensi dan pelatihan 
pemagangan dalam negeri 

96 Orang   -   -  96 Orang   -  252.842.600 
UPTD BLK 

TAPIN  
  

3 

Meningkatnya 
Penerapan tata 

kerja kelola yang 
layak yaiu : 
1. Peraturan 
Perusahaan 

(PP)/ Perjanjian 
Kerja Bersama 

(PKB), 
Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu 

(PKWT) 
2. Jaminan 

Sosial Tenaga 
Kerja 

(Jamsostek)  
3. Struktur Skala 

Upah. 
4. Lembaga 
Kerjasama 

Bipartit (LKS). 

Persentase 
perusahaan 

yang 
menerapkan 

tata kerja 
kelola yang 

layak 

70% 
Program 

Hubungan 
Industrial 

Pengesahan 
Peraturan bagi 

Perusahaan 

Jumlah Dokumen  yang 
divalidasi 

50 
Dokumen  

12 
Dokumen 

12 
Dokumen 

13 
Dokumen 

13 
Dokumen 

5.400.000 

Bidang 
Hubungan 
Industrial, 

Syarat - syarat 
Kerja dan 

Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

  

Penyelenggaraan 
Pendataan dan 

Informasi Sarana 
Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja serta 

Pengupahan 

Jumlah Pertemuan Rapat 
Ketenagakerjaan (Dewan 

Pengupahan)  

3 Kali 
Pertemuan 

1 Kali 
Pertemuan 

 -  
1 Kali 

Pertemuan 
1 Kali 

Pertemuan 

224.491.940 

  

Jumlah PTT Honorer di 
Kabupaten Tapin yang Iuran 
JKK (Jaminan Kecelakaan 
Kerja) dan JKM (Jaminan 

Kematian) 

20.184 
Orang  

5.046 
Orang  

5.046 
Orang  

5.046 
Orang  

5.046 
Orang  
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4 

Meningkatnya 
Kualitas 

Hubungan 
Industrial dan 

Ketenagakerjaan  

Persentase 
Perselisihan 
Kasus yang 
Diselesaikan 

(tempo 7 
hari) 

70% 

Pencegahan 
Perselisihan 

Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan 

Penutupan 
Perusahaan yang 

berakibat/ 
berdampak pada 
kepentingan di 1 

(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang Yang diberi 
Sosialisasi Perselisihan 

Hubungan Industrial,Mogok 
Kerja dan Penutupan 

Perusahaan  

650 Orang  150 Orang 
200 

Orang  
250 Orang 50 Orang 83.491.400 

  

Penyelesaian 
Perselisihan 

Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan 

Penutupan 
Perusahaan yang 

berakibat/ 
berdampak pada 
kepentingan di 1 

(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 

Industrial 
10 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 4 Kasus 72.630.700 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 

 

 



 

101 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

103 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

104 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

105 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

106 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

107 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

108 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

109 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

110 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

111 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

113 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

114 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

115 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

116 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

117 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

118 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

119 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

120 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

121 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

122 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

123 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

125 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

126 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

127 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

128 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

129 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

130 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

131 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

132 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

133 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

134 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

136 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

137 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

138 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

139 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

140 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

141 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

142 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

143 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

144 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

145 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

146 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

147 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

148 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

150 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

151 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

152 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

153 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

154 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

155 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

156 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

157 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

158 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

159 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

160 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

161 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

162 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

163 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

164 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

165 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

166 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

167 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

168 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

169 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

170 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

171 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

172 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

173 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

174 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

175 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

176 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

177 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

178 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

179 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

180 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

181 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 



 

182 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

 

 

 


